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BAB II

PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018.
Dinamika  perubahan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan  dampak  tuntutan  positif  terhadap  aksi  dan  reaksi  pemerintah  sebagai bentuk  responsibilitas  pemerintah untuk mewujudkan kearah penyelenggaraan Tata  pemerintahan  yang  baik (Good Governance).  
Responsibilitas  pemerintahan  terhadap tuntutan  dan  desakan  perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam  kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari  perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan  pelaporan.  
Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola  pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah, hal ini sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  sekretariat  daerah  sebagai  koordinator perangkat daerah, proses penyusunan,  implementasi, dan evaluasi kebijakan  daerah  serta pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. Sekretariat Daerah berperan penting dalam  membangun  dan  mensinergiskan  kesatuan  arah pandangan  dan  mekanisme  gerak  tujuan  SKPD  menuju  Visi  utama  Penyelenggaraan Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah yaitu  Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.  
Semakin  tingginya  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu  diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui  pengaturan,  pengendalian,  dan  pengkoordinasian  kebijakan  daerah secara tepat dan cepat. Dengan  proses  yang  teratur,  terkendali,  dan  terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi LKjIP Sekretariat Daerah 2018 dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah  diberikan tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Adminsitratif.

1.
Visi-Misi Gubernur.
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah tidak lagi mengangkat visi tersendiri tetapi mengangkat visi-misi dari Kepala Daerah. 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai kordinator kebijakan dalam tatanan  penyelenggaraan pemerintah  dengan  kualitas  dan  kuantitas  yang  mampu  melaksanakan  reformasi  birokrasi,  dan  mampu  merespon,  memfasilitasi  dan  memenuhi  berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evalusi kebijakan pemerintahan daerah dibidang tata pemerintahan, hukum, otonomi daerah dan kerjasama secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta  sinergitas antar stakeholder. Dengan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Antara lain melaksanakan :

1. Mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evalusi kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian  dan produksi daerah yang semakin tertib, stabil dan mantap;
2. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evalusi kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan tepat sasaran; Mewujudkan kebijakan umum Pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evalusi kebijakan pemerintahan daerah, di bidang organisasi, kehumasan, keuangan dan umum secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar stakeholder .
3.
Tujuan Sekretariat daerah Provinsi jawa Tengah.
Tujuan  merupakan  sesuatu  yang  akan  dicapai  atau  dihasilkan  dalam  jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

Dalam  rangka  pencapaian  visi  dan  misi  Gubernur Jawa Tengah, dalam Perubahan Renstra 2013-2018 Sekretariat  Daerah  Provinsi Jawa tengah menetapkan 8  (delapan) tujuan (goals) sebagai pedoman  arah  gerak  operasional  pelaksanaan  program  kegiatan  di  Lingkungan Sekretariat Daerah yaitu :
Tujuan – 1 :  Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum,  Sasarannya adalah :

Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah anggota DPRD.

Tujuan – 2 : Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat,   Sasarannya adalah :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan Kabupaten /Kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan good governance
Tujuan – 3 :  Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas bidang kesra,  Sasarannya adalah :

Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang  pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, keagamaan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana
Tujuan – 4 : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD), Sasarannya adalah  :

Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

Tujuan – 5 : 
Mengoptimalkan koordinasi  penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan  energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian,  Sasarannya adalah :

Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian
Tujuan - 6 : 
Mewujudkan Tertib Administrasi Pengendalian Serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah,  Sasarannya adalah :

Meningkatnya tertib administrasi pengendalian dan pelaporan serta analisa pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah yang transparan dan akuntabel.
Tujuan - 7 :  Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan Program Dan Fasilitasi Administrasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi,  Sasarannya adalah :

Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas  bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan  Reformasi Birokrasi.
Tujuan - 8 :  Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Setda, Humas Dan Protokol, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga Pimpinan, Sasarannya adalah:

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha serta rumah tangga pimpinan.
Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, yang  akan dilaksanakan dalam jangka waktu sampai dengan akhir 2018, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan.  

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dengan sasaran-sasaran  di atas, maka ditentukan target kinerja, sebagaimana tersebut dalam Bab IV Renstra Perubahan Setda Provinsi Jawa Tengah berikut :
RENSTRA PERUBAHAN 2013-2018

Tujuan 1. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama.

	Sasaran
	Indikator Sasaran
	2017
	2018

	Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah
	1) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan  adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik
	35
	35

	
	2) Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik
	35
	35

	
	3) Jumlah Kab/Kota yang administrasi  wilayahnya  baik
	35
	35

	
	4) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik 
	35
	35

	
	5) Jumlah  Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik
	35
	35

	
	6) Jumlah  fasilitasi pelaksanaan administrasi  kepala daerah dan pergantian antar waktu anggggota DPRD 
	7
	8

	
	7) Jumlah Naskah Kerjasama  dalam negeri
	50
	50

	
	8) Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri
	2,4,5
	3,4,5


Tujuan 2. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

	Sasaran
	Indikator Sasaran
	2017
	2018

	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan Kabupaten /Kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan good governance

	1
	Jumlah  rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah  
	15
	77

	
	2
	Jumlah  rancangan peraturan dan keputusan gubernur yang disusun.
	22
	69

	
	3
	Jumlah  peraturan daerah  yang  dikaji 
	8
	8

	
	4
	Jumlah  penyusunan dan pelaporan aksi PPK dan  HAM.
	Prov dan 35 Kab/ Kota
	Prov dan 35 Kab/ Kota

	
	5
	Jumlah  perkara dan bantuan hukum yang diselesaikan.
	186
	186

	
	6
	Jumlah produk hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan di evaluasi.
	190
	195

	
	7
	Jumlah produk hukum yang di dokumentasikan dan di sosialisasikan.
	81
	91


Tujuan 3. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas bidang kesra 
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	2017
	2018

	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang  pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, keagamaan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana
	1
	Jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evalaluasi bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan 
	6
	11

	
	2
	Jumlah kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pemuda dan olahraga. 
	2
	4

	
	3
	Jumlah kebijakan, koordinasi,monitoring dan evaluasi bidang agama
	11
	11

	
	4
	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan  bidang kesehatan 
	5
	5

	
	5
	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi .
	3
	5

	
	6
	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait  pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak  
	3
	4

	
	7
	Persentase kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil yang dirumuskan
	2
	3

	
	8
	Jumlah  kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang disusun 
	2
	4


Tujuan 4. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD),  

	Sasaran
	Indikator Sasaran
	2017
	2018

	Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata
	1) Jumlah rakor dan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan 
	7
	8

	
	2) Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
	5
	6

	
	3) Jumlah pembinaan BUMD bidang keuangan 
	3
	4

	
	4) Jumlah pembinaan BUMD bidang jasa dan produksi 
	6
	4

	
	5) Jumlah perimbangan moda dan monev bidang perhubungan.
	5
	5

	
	6) Jumlah koordinasi dan pembinaan urusan pariwisata  lintas instansi, Kab/Kota dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	2
	4


Tujuan 5. Mengoptimalkan koordinasi  penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan  energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.

	Sasaran
	Indikator Sasaran
	2017
	2018

	Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian
	1) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang
	5
	5

	
	2) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
	5
	5

	
	3) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan Lingkungan Hidup dan  kehutanan 
	5
	5

	
	4) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan ESDM
	5
	5

	
	5) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian ketahanan pangan
	5
	5

	
	6) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian kelautan dan perikanan
	9
	7

	
	7) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian pertanian, perkebunan, peternakan
	5
	5


Tujuan 6. Mewujudkan Tertib Administrasi Pengendalian Serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	2017
	2018

	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian dan pelaporan serta analisa pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah yang transparan dan akuntabel.
	1
	Persentase SKPD rumpun ekonomi yang capaian realisasi fisik sesuai dengan RKO 
	84 %
	86%

	
	2
	Persentase SKPD rumpun pemerintahan sosial budaya  yang capaian realisasi fisik sesuai dengan RKO
	80%
	85%

	
	3
	Jumlah paket pengadaan barang jasa yang difasilitasi melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah
	400
	425

	
	4
	Persentase usulan program pembangunan Kab/Kota yang difasilitasi.
	90,5%
	92%

	
	5
	Persentase Kab/Kota yang pelaporan bantuan keuanganya tepat waktu.
	86%
	86%

	
	6
	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah.
	400 set
	400 set

	
	7
	Jumlah kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan pendapatan, keuangan dan asset Daerah
	2 set
	2 Set 


Tujuan 7. Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan Program Dan Fasilitasi Administrasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	2017
	2018

	Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas  bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan  Reformasi Birokrasi
	1)  Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
	75%
	80%

	
	2)  Jumlah kab./kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran
	28
	31

	
	3)  Prosentase OPD yang sudah memiliki Peta Jabatan dan Kompetensi Jabatan
	75%
	90%

	
	4)  Persentase OPD yang ketatalaksanaan nya baik
	55%
	60%

	
	5)  Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM
	24 OPD/
UPP
	28 OPD/UPP

	
	6)  Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO
	31 UPP
	34 UPP

	
	7)  Prosentase OPD  yang SAKIP nya baik
	80%
	90%

	
	8)  Prosentase  OPD yang baik budaya kerjanya
	25%
	30%

	
	9)  Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian pelayanan tepat waktu.
	100%
	100%


Tujuan 8.  Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Setda, Humas Dan Protokol, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga Pimpinan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	2017
	2018

	Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha serta rumah tangga pimpinan.


	1) Pemenuhan pelaksanaan Kebutuhan  Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah.
	100%
	100%

	
	2) Pemenehuhan Rumah Tangga pimpinan.
	100%
	100%

	
	3) Pemenehuhan pelayanan acara resmi penerimaan tamu pimpinan.
	100%
	100%

	
	4) Pemenehuhan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan setda.
	100%
	100%

	
	5) Pemenehuhan Hubungan masyarakat dan dokumentasi pimpinan.
	100%
	100%

	
	6) Pemenuhan ketatausahaan dan rumah tangga gubernur, wakil gubernur.
	100%
	100%

	
	7) Pemenuhan penyusunan materi naskah pimpinan.
	100%
	100%


B. 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antra menerima pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu Tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkwalitas out come disamping output  penting, dan harus adanya kesinambungan tahun-tahun sebelumnya sehinga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya : 

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata  komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk  meningkatkan intregitas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3.  Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasarar Kerja Pegawai (SKP). 
Dalam mewujudkan manajemen  pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016  telah melakukan pendatangan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan target kinerja dimaksud.
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan 38 program, 123 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 146.193.350.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Secara singkat Program dan Anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian 8 tujuan sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

	NO
	PROGRAM
	ANGGARAN
	SUMBER DANA

	1
	2
	3
	4

	1
	Tujuan : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama.

	
	Sasaran : Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah anggota DPRD.

	1.1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	
	APBD

	1.2
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
	
	APBD

	1.3
	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
	
	APBD

	
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah
	
	APBD

	2
	Tujuan : Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan Kabupaten /Kota, kesadaran dan kepatuhan hukum, pelayanan informasi hukum serta meningkatnya penyelesaian sengketa, penghargaan terhadap HAM, dan good governance

	2.1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	APBD

	2.2
	Program Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
	
	APBD

	3
	Tujuan : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas bidang kesra

	
	Sasaran : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang  pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, keagamaan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana

	3.1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	APBD

	3.2
	Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya
	
	APBD

	3.3
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
	
	APBD

	3.4
	Program Promosi dan Pemberdayaan
	
	APBD

	3.5
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	
	APBD

	3.6
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	
	APBD

	3.7
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	
	APBD

	3.8
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	
	APBD

	3.9
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
	
	APBD

	3.10
	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
	
	APBD

	3.11
	Program Pelayanan Keluarga Berencana
	
	APBD

	3.12
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan
	
	APBD

	3.13
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
	
	APBD

	4
	Tujuan : Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan, pengembangan perekonomian daerah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD)

	
	Sasaran : Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata

	4.1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	APBD

	4.2
	Program Pengembangan Perhubungan Darat
	
	APBD

	4.3
	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal
	
	APBD

	4.4
	Program pengembangan pemasaran pariwisata
	
	APBD

	4.5
	Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang
	
	APBD

	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	
	APBD

	5
	Tujuan : Mengoptimalkan koordinasi  penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan  energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.

	
	Sasaran : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian

	5.1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	APBD

	5.2
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
	
	APBD

	5.3
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
	
	APBD

	5.4
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	
	APBD

	5.5
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya
	
	APBD

	5.6
	Program Pengembangan Agribisnis
	
	APBD

	5.7
	Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
	
	APBD

	5.8
	Program Pengembangan Ketenagalistrikan Dan Migas
	
	APBD

	5.9
	Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
	
	APBD

	5.10
	Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
	
	APBD

	5.11
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	
	APBD

	5.12
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
	
	APBD

	6
	Tujuan : Mewujudkan Tertib Administrasi Pengendalian Serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

	
	Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi pengendalian dan pelaporan serta analisa pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah yang transparan dan akuntabel.

	6.1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	APBD

	6.2
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
	
	APBD

	7
	Tujuan : Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan Program Dan Fasilitasi Administrasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi.

	
	Sasaran : Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas  bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan  Reformasi Birokrasi

	6.1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	APBD

	6.2
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
	
	APBD

	8
	Tujuan : Mengoptimalkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Setda, Humas Dan Protokol, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga Pimpinan

	
	Sasaran : Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha serta rumah tangga pimpinan.

	8.1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	APBD

	8.2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	
	APBD

	8.3
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	
	

	8.4
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	
	

	8.5
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
	
	


Sumber : Daftar Pelaksanaan Anggaran Setda tahun 2018
ALOKASI ANGGARAN MENURUT BIRO
	No
	Nama Biro
	Jumlah
(Rp)

	1
	2
	3

	1
	Biro Tata Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama
	13.625.900.000

	2
	Biro Hukum
	5.800.000.000

	3
	Biro Administrasi Pembangunan
	9.750.000.000

	4
	Biro Perekonomian
	6.050.000.000

	5
	Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam
	6.077.500.000

	6
	Biro Kesejahteraan Rakyat
	11.416.000.000

	7
	Biro Organisasi
	7.408.850.000

	8
	Biro Umum
	99.691.000.000


Sumber : Daftar Pelaksanaan  Anggaran Setda tahun 2018
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